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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 
NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG  

PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULELENG, 
Menimbang : a. bahwa Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang penting 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan 
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan 
akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

b.  bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Hotel dengan Peraturan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah    
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah 
yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri 
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang      
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 
Nomor 8). 

   
 
 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 

dan 
BUPATI BULELENG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Buleleng. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.  
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 
yang terutang. 

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
 



13. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk 
Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan, dan sejenisnya, serta 
Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran 
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif 
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 
surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan / atau yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan  
retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan   
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah  
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

 

 



Pasal 3 
(1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a.  Fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas hotel/penginapan yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung/tamu seperti telepon, 
faksimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci atau setrika, taksi dan pengangkutan 
lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel;  

b.   Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, bukan untuk 
umum, antara lain Pusat Kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, 
karaoke, pub, diskotik, massage yang disediakan atau dikelola hotel;  

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah : 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah; 
b.  jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c.  jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
d.  jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan 

panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
e.  jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang 

dapat dimanfaatkan oleh umum. 
Pasal 4 

(1)  Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada 
orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

(2)  Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 
 

BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
Pasal 5 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
Hotel. 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). 

Pasal 7 

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 8 

Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten Buleleng. 

BAB V 

MASA PAJAK 
Pasal 9 

 
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar 
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 
 


